
,8.

GUBERNUR SUMATERA UTARA

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA
NOMOR 63 TAHUN 2O1O

TENTANG

SINGKATAN SEBUTAN NAMA JABATAN DAN SATUAN KERJA DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH PROVINSI SUII,IATERA UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

GUBERNUR SU]IIATERA UTARA,

Menimbang : a. untuk mempermudah penyebutan dan penulisan, serta keseragaman

nama jabatan dan satuan kerja di lingkungan Pemerintah Provinsi

Sumatera Utara, perlu disusun singkatan sebutan nama jabatan dan

satuan kerja di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf
a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Singkatan Sebutan
Nama Jabatan dan Satuan Kerja di Lingkungan Pemerintah Provinsi
Sumatera Utara;

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan

Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan

Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun

1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia

Nomor 1103);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor 125,

Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4437)

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-

Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2008 Nomor 59,

Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor a8441;

Mengingat

b.

: 1.

3. Peraturan Pemerintah ...



3. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1950 tentang Pembentukan

Daerah Propinsi (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 1gs0

Nomor 59);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 20A7 tentang Organisasi

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun z0o7

Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik rndonesia Nomor

4741\;

5. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata

Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Penrvakilan Rakyat

Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera

Utara Tahun 2008 Nomor 7);

6. Peraturan Daerah Nomor I Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata

Kerja Dinas-Dinas Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah

Provinsi Sumatera Utara Tahun 2008 Nomor 8);

7. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata

Kerja Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran

Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2008 Nomor 9);

8. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata

Kerja Lembaga Teknis Daerah Lain Provinsi Sumatera Utara (Lembaran

Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2009 Nomor 6);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG SINGKATAN SEBUTAN NAiIA
JABATAN DAN SATUAN KERJA DI LINGKUNGAN PEITIERINTAH
PROVINSI SUMATERA UTARA

BAB I

KETENTUAN UMU]II

Pasal I

Dalam Peraturan Gubernur iniyang dimaksud dengan :

a. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai

unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah;

b. Dewan Penrakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD

adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara

pemerintahan daerah dalam hal ini Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Provinsi Sumatera Utara;

c. Daerah...
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c. Daerah adalah Provinsi Sumatera Utara;

d. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Utara;

e. wakil Gubernur adalah wakil Gubernur sumatera utara;

f. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara;

g. Sekretaris Dewan adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Provinsi Sumatera Utara;

h. Perangkat Daerah adalah Lembaga pada pemerintah Daerah yang

bertanggung jawab kepada Gubernur Sumatera Utara dan membantu

Gubernur Sumatera Utara dalam Penyelenggaraan Pemerintiah yang

terdiri atas Sekretariat Daerah, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis

Daerah;

i. Singkatan adalah singkatan sebutan nama jabatan struktural dan nama

satuan kerja dilingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.

BAB II

PENULISAN DAN PEMBACAAN SINGKATAN SEBUTAN
NAMA JABATAN DAN SATUAN KERJA

Pasal 2

Singkatan sebutan nama jabatan dan satuan kerja di lingkungan Pemerintah

Provinsi Sumatera Utara adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 3

Dengan ditetapkannya Peraturan Gubernur ini, Peraturan Gubernur Sumatera

Utara Nomor 33 Tahun 2007 tentang Pemendekan Satuan Nama Jabatan dan

Satuan Kerja di lingkungan Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan

Penrakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara dicabut dan dinyatakan

tidak berlaku.

Pasal4 ...



Pasal 4

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap Orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera

Utara.

Ditetapkan di Medan

pada tanggal 3 0 November 2010

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

dto

SYAMSUL ARIFIN

Diundangkan di Medan
pada tanggal ll )sg2nbzf eoto

BERITA DAERAH PRoVINsI sUMATEM UTAnR TAHUN 2O1o NoMoR 6 )

SEKRETARIS DAERAH,
Pelaksana Tugas

UzC
HASIHOI.AN SII.AEN



LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA
NOMOR : 63 TAHUN 2010
TANGGAL : 30 November 2010

SINGKATAI\I SEBUTAI{ NAMA JABATAN DAII SATUAN KERJA
DI LINGKUNGAN PEMNRINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA

No NAMA JABATAN DAN SATUAN KEzuA SINGKATAN
I 2 J

lA.
lB.
lc.
lp.

E.

F.
F.1

F.2

Gubemur Sumatera Utara
Wakil Gubernur Sumatera Utara
Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara
Asisten:

1. AsistenPemerintahan
2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan
3. Asisten Kesejahteraan Sosial
4. Asisten Administrasi Umum dan Aset

Kepala Biro

Biro-Biro dan Setwan
Pemerintahan Umum :

1.1 Bagian Monitoring dan Evaluasi
1.1.1 Sub Bagian Tata Usaha
1.1.2 Sub Bagian Pelaporan dan Evaluasi
1.1.3 Sub Bagran Fasilitasi Perselisihan dan

Harmonisasi

l.2Bagian Bina Ketentraman, Ketertiban Umum dan
Perlindungan Masyarakat
1.2.1 Sub Bagian Ketertiban dan Perlindungan Masya-

rakat
1.2.2 Sub Bagian Kependudukan dan Catatan Sipil
1.2.3 Sub Bagian Fasilitasi Penanganan Bencana

1.3 Bagian Kawasan Khusus dan Pertahanan
1.3.1 Sub Bagian Kawasan Sumber Daya Alam dan

Buatan
1.3.2 Sub Bagian Fasilitas Kawasan Umum
1.3.3 Sub Bagian Pertanahan

| .4 BagSan Perangkat Wilayah
1.4.1 Sub Bagian Data Wilayah

1.4.2 Sub Bagian Dekonsentrasi dan Tugas
Pembantuan

1.4.3 Sub Bagian Perbatasan

Biro Otonomi Daerah dan Kerjasama

2.1 Baglan Pendapatan Daerah
2.1.1 Sub Bagian Tata Usaha
2.1.2 Sub Bagian Pengkajian, Evaluasi Kebijakan dan

Kekayaan Daerah

GUBSU
WAGUBSU
SEKDA PROVSU
AS

AS. PEM
AS. EKBANG
AS. KES SOS

AS. ADMUM
KARO

RO PEMUM
BAG MONEV
SUBBAG TU
SUBBAG LAPOR DAN EVA
SUBBAG FAS SEL HAR

BAG TRAMTIBUM LINMAS

SUBBAG TIBLINMAS

SUBBAG DUK CAPIL
SUBBAG FAS TANG BEN

BAG TANAH
SUBBAG SDA DAN BUT

SUBBAG FAS KAWMUM
SUBBAG TANAH

BAG RANGWIL
SUBBAG DAT WIL

SUBBAG DEKON BANTU

SUBBAG BATAS

RO OTDA KERSA

BAG PENDA
SUBBAG TU
SUBBAG PEKKD



2.1.3 Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan Pendapatan I sungry
Daerah 

I

I

2.2BagianHubungan Pengembangan Daerah I eec HUB BANGDA
2.2.1 Sub Bagian Hubungan Lembaga dan Penataan I SUnnAC HUB LEM TA RAWAS

Kawasan Daerah I na
2.2.25ub Bagian Pengkajian Pengembangan Daerah I suenac KAJI DAN BANGDA
2.2.3 Sub Bagian Evaluasi Daerah Otonomi I SUBgaC EVA DOT

2.3BagianFasilitas Kerjasama I gaC FAS KERSA
2.3.1 Sub bagian Pengkajian dan Pelaporan Kerjasama I Sunnac KAJI LAPKERSA
2.3.2 Sub Bagian Kerjasama Pihak Ketiga dan Luar INegeri I suneaC KILN
2.3.3 Sub Bagian Kerjasama Dalam Negeri

SUBBAG KERSA DN
2.4. Bagian Penyelengg araan Otonomi Daerah

2.4.1. Sub Bagian Penyelenggaraan Pemerintah I gAC GARA OTDA
Daerah I SUggeC GARA PEMDA

2.4.2 Sub Bagian Administrasi Kelengkapan I

Perangkat Kabupaten/I(ota I SUegAC ADKAPRANG
2.4.3 Sub Bagian Administrasi Kewenangan dan I I<ag/I(Of

Urusan Pemerintah I SUg BAG AKUP

F.3 | Biro Hukum RO HUK

3.1 Bagian Penyuluhan Hukum I eeCfUHKUM
3.1.1 Sub Bagian TataUsaha I SUgeAC fU
3.1.2 Sub Bagian Sosialisasi dan Informasi Hukum I SUegaC SOS INFOKUM
3.1.3 Sub Bagian Pembinaan dan PPNS I SUeeAC BIN ppNS

3.ZBagianPerundang-undangan I gaC UNDANG
3.2.1 Sub Bagian Rancangan Produk Hukum I SUngAC RAN DUK KUM
3.2.2 Sub Bagian Telaahan dan Pengesahan I SUgeaC LAAH SAH
3.2.3 Sub Bagian Dokumentasi Produk Hukum I SUegeC DOK DUKKUM

3.3 Bagian Fasilitasi Produk Hukum Daerah I eaC FASDUK KUMDA
3.3.1 Subbagian Pengkajian dan Perumusan I SUngaC KAJI RUMUS
3.3.2 Sub Bagian Pembinaan dan Pengawasan I SUgnaC BIN WASJAKKebijakan 

I

3.4 Bagian Bantuan Hukum LO* BANKUM
3.4.1 Sub Bagian Sengketadan Bantuan Hukum I SUenaC TA BAN KUM
3.4.2 Sub Bagian Perlindungan dan Hak Azasi I SUeeeC LINDUNG HAM

Manusia
p.a I Biro Organisasi RO ORGAN

4.l.Bagian Kelembagaan I neC LEMBAGA
4.1.1 Sub Bagian Penstaan Kelembagaan Provinsi I SUggAC NATALEMB pROV
4.1.2 Sub Bagian bgrhdalian Kelembagaan Kab/- I SUenAC DAL LEMB KAB^(OT

Kota I

4.1.3 SubBagianDatadanEvaluasi ITU""OODATEVA

4.ZBagianKetatalaksanaan I gnC fff
4.2.1 SubBagianTataUsaha lSUggeCTU
4.2.2 Sub Bagian Tatalaksana Pemerintahan dan I SUgeaC LAK pEMBANG

Pembangunan



4.2.3.sub Bagian Standarisasi dan pelayanan Umum I sugnec srAN VANMUM

4.3 Bagian Analisa Jabatan I naC ANJAB
4.3.1 Sub Bagian Analisis Jabatan Stnrkrural I SUngeC ANJAB STRUK
4.3.2 Sub Bagian Administrasi Jabatan Fungsional I SUnnAC ANJAB ADMINJABFUN
4.3.3 Sub Bagian perpustakaan I SUeeaC pERpUS

4.4 Bagian Akuntabilitas Kinerja I eeC AKLINKIN
4.4.1 Sub Bagian Perencanaan Kinerja I SUBBAC RENCAKIN
4.4.2 Sub Bagian Pengukuran Kinerja I SUnnaC KURKIN
4.4.3 Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan Kinerja I SUeeaC EVA LAPKIN

F.5 I Biro Perekonomian RO EKON

5.1 Bagian Pengembangan Sumber Daya Alam I BAG BANG SDA
5.1.1 SubBagianTataUsaha lSUegeCfU
5.1.2 Sub Bagian SumberEnergiA4ineral, Kehutanan I SIIBBAG SEA{KLH

dan Lingkungan Hidup
5.1.3 Sub Bagian Fasilitasi dan Pembinaan BUMD I SUBBAG FAS BIN BUMD

5.2 Bagian Pengembangan Usaha Ekonomi Daerah I gaC BANGUS EKONDA
5.2.1 Sub Bagian Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan I SUBBAG DAYA EKON RAK
5.2.2 Sub Bagian Penanggulangan Kemiskinan I SUBBAG TANGGUL MISKIN
5.2.3 Sub Bagian Hubungan Lembaga dan Informasi I SUBBAG HUB LEMB INFO

Harga I IIARGA

5.3 Bagian Pengembangan Distribusi, Industri dan I BAG BANG DIS INDAG
Perdagangan
5.3.1 SubBagianPerdagangandan Industri I SUBBAGDAGINIDUS
5.3.2 Sub Bagian Transportasi, Telekomunikasi dan I SUBBAG TRANSPORTELPAR

Pariwisata
5.3.3 Sub Bagian Promosi dan Perlindungan I SUBBAG PROM LINKON

Konsumen

5.4.Bagian Pengembangan Produksi Pangan dan I BAG BANG PRODPANG AGRO
Agrobisnis 

I

S.+.t Sub Bagran Produksi Pemasaran, Agro Bisnis I SUeeeC PPABPP
Perkebunan dan Pertanian

5.4.2 Sub BagianPerikanan dan Perternakan I SUBBAG IKAN DAN TERNAK
5.4.3 Sub Bagian sarana Produksi dan Pengembangan I SUBBAG SAR PROD BANGAN

Pangan I PANG

F.6 | Biro Administrasi Pembangunan RO ADBANG

6.1 Bagian Evaluasi Pembangunan I BAG EVBANG
6.1.1 SubBagranTataUsaha ISUBBAGTU
6.1.2 Sub Bagian Pembinaan Hasil Pembangunan I SUBBAG HASBANG
6.1.3 Sub Bagian Pendataan dan Evaluasi I SUBBAG DATA DAN EVA

6.2.8a$anBina Usaha Jasa I BAG BINA USJA
6.2.1 Sub Bagian Pengaturan dan Pemberdayaan I SUBBAG TUR DAN DAYA
6.2.2 Sub Bagias Pengawasan I SUBBAG WAS
6.2.3 Sub Bagian Jaringan Aspirasi Masyarakat Jasa I SUBBAG JAMJK

Konstnrksi

6.3 Bagian Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan I BAG DAL LAKBANG
6.3.1 Sub Basian Analisa Program Pembansunan I SUBBAG ANPROG BANG



F.7

6.3.2 Sub Bagian Sosial Budaya dan Ekonomi
6.3.3 Sub Bagian Fisik dan Prasarana

Biro Bina Kemasyarakatan dan Sosial

7.1Bagian Kesehatan dan Tenaga Kerja
7.1.1 Sub Bagian Tata Usaha
7.1.2 Sub Bagian Kesehatan
7.1.3 Sub Bagian Tenaga Kerja

7 .2 Bagian Pendidikan,Kebudayaan Pemuda dan Olahraga
7.2.1 Sub Bagian Pendidikan
7.2.2 Slub Bagian Pemuda dan Olahraga
7.2.3 Sub Bagian Kebudayaan

7.3 Bagian Pembinaan Sosial
7.3.1 Sub Bagian Pembinaan Mental Spritual

7.3.2 Sub Bagian Kesejahteraan Masyarakat
7.3.3 Sub Bagian Bantuan dan Rehabilitasi

7 .4.Bagian Pembinaan Kehidupan Beragama
7.4.1. Sub Bagian Bina Kerukunan Beragama
7.4.2 Sub Bagian Bantuan dan Kegiatan Keagamaan
7.4.3. Sub Bagian Fasilitasi Urusan Haji

Biro Pemberdayaan Perempuan,Anak dan Keluarga
Berencana

8.1 Bagian Pengarusutamaan Gender
8.1.1 Sub Bagian Tata Usaha
8.1.2 Sub Bagian Fasilitasi Gender

8.2 Bagian Perlindungan dan Kualitas Hidup Perempuan
8.2.1 Sub Bagian Perlindungan Perempuan
8.2.2 Sub Bagian Kualitas Hidup Perempuan

8.3 Bagian Perlindungan Kesejahtraan Anak
8.3.1 Sub Bagian Perlindungan Anak
8.3.2 Sub Bagian Kesejahtraan Anak

8.4 Bagian Keluarga Sejahtera dan Berencana
8.4.1 Sub Bagian Pemberdayaan Keluarga Sejahtera
8.4.2 Sub Bagian Fasilitasi Keluarga Berencana

Biro Umum

9.1 Bagian Arsip dan Tata Usaha
9.1.1 Sub Bagian Tata Usaha Biro
9.1.2 Sub Bagian Pengurusan Surat dan Ekspedisi

Sekretariat
9.1.3 Sub Bagian Tata Usaha Pimpinan

SUBBAG SOSBUD EKON
SUBBAG FIS PRASAR

RO BINKEMSOS

BAG HAT NAKER
SUBBAG TU
SUBBAG HAT
SUBBAG NAKER

BAG DIK BUD, PORA
SUBBAG DIK
SUBBAG PORA
SUBBAG BUD

BAG BINSOS
SUBBAG SUBBAG BIN MEN
SPRITUAL
SUBBAG KESMAS
SUBBAG BAN REHAB

BAG BINA HIDUP AGAMA
SUBBAG RUKUN AGAMA
SUBBAG BAN KEAGAMAAN
SUBBAG FUH

RO PPAKB

BAG TAMA GENDER
SUBBAG TU
SUBBAG LITAS GENDER

BAG PKHP
SUBBAG DUNG PER
SUBBAG KHP

BAG DUNG KES ANAK
SUBBAG DI-]NG ANAK
SUBBAG KES ANAK

BAG KESCANA
SUB BAG DAYA KS
SUB BAG LITAS KB

RO UMUM

BAG ARSIP TU
SUBBAG TU RO
SUBBAG PESESAT

SUBBAG TU PIM

F.8
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9.2BagianRumah Tangga
9.2.1 SubBagianRumahTanggapimpinan I SUenACRTpIM
9.2.2 sub Bagian Kederaan dan urusan Dalam I sueBac KEND & URDAL
9.2.3 Sub Bagian Pengelolaan Messo Gedung dan I SUeeaC PMGT

Taman 
I

9.3 Bagian Tata Usaha Kepegawaian dan Keuangan | 
"OO 

TU KEp KEU
9.3.1 sub Bagian Administrasi Kepegawaian I sunnec ADMIN KEPEG sET

9.3.2 sub Bagran Administrasi Keuangan sekretariat I sunnac AD KEU sET
9.3.3 sub Bagian Pemberdayaan dan Kesejahteraan I sunnec DAYA KES pEG

Pegawai I

I

g.4BagianHumas Pimpinan Keprotokolan dan I eeC HUMPIM TOKTEL
Telekomunikasi 

I

9.4.1 Sub Bagian Humas Pimpinan dan Kemitraan I SUBBAG HPK
9.4.2 Sub Bagian Keprotokolan, Acara dan Perjalanan I SUggaC PROTOKOL
9.4.3 Sub Bagian Telekomunikasi, Persandian dan I SUBBAG TEL SANDILAHTA

Pengolahan Data

F10 | Biro Keuangan RO KEU
l0.l.Bagian Perbendaharaan I BAG BENDA

10.1.1 Sub Bagian TataUsaha I SUBBAG TU
10.1.2. Sub Bagian PerbendaharaahBelanja Tidak I SUBBAG PBTLP

Langsung dan Pembiayaan 
I

10.1.3. Sub Bagian Perbendaharaan Belanja I SUeenC fnf
Langsung 

I

I

10.2. Bagian Anggaran I BAG ANGGAR
10.2.1. Sub Bagian Anggaran Belanja Tidak I SUBBAGABTL

Langsung
10.2.2. Sub Bagian Anggaran Belanja Langsung I SUBBAG ABL
10.2.3.Sub Bagian Anggaran Pendapatan dan I SUBBAG APP

Pembiayaan

10.3. Bagian Kas Daerah I BAG KASDA
10.3.1. SubBagianPenerimaKas I SUBBAGMAKAS
10.3.2. Sub Bagian Pengeluaran Kas I SUBBAG LURKAS
10.3.3. Sub Bagian Pengendalian Kas, Bank dan I SUBBAG DAL KAS BAJAK

Pajak

10.4. Bagian Akutansi I BAG TANSI
10.4.1. Sub Bagian Akutansi Penerimaan Kas I SUBBAG TANSIMAKAS
10.4.2. Sub Bagian Pengeluaran Kas I SUBBAG LURKAS
10.4.3. Sub Bagian Pengendalian Kas, Bank dan I SUBBAG DALKAS BAJAK

Pajak

10.5. Bagian Pembinaan Anggaran Kabupaten dan Kota
10.5.1. Sub Bagian I Evaluasi APBD KabA(ota
10.5.2. Sub Bagian II Evaluasi APBD Kab/I(ota
10.5.3. Sub Bagian Pembinaan Administrasi
Keuangan

BAG BINA ANGGA KAB KOT
SUBBAG I EAKK
SUBBAG II EAKK
SUBBAG BINA MIN KEDA

RO KAP LOLA ASET

BAG ADA
SUBBAG TU
SUBBAG DARGA

Fl1 | Biro Perlengkapan dan Pengelolaan Asset

11.1. BagianPengadaan
I1.1.1. Sub Bagian Tata Usaha
Il.l.2 Sub Baeian Standarisasi dan



1 1.1.3. Sub Bagian Pembelian

11.2 Bagian Analisa Kebutuhan dan Pengelolaan Asset
ll.2.l Sub Bagian Analisa Kebutuhan
11.2.2 Sub Bagian Pengelolaan Asset
11.2.3 Sub Bagian Pelaporan, Data dan Evaluasi

11.3 Bagian Distribusi, Penyimpanan dan penghapusan
11.3.1 Sub Bagian Penyimpanan dan Distribusi
11.3.2 Sub Bagian Penghapusan

11.4.Bagian Perawatan
11.41 Sub Bagian Perawatan Gedung Kantor dan Mess

Pesanggarahan
114.2 Sub Bagian Barang Inventaris

Fl2 | Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

12.1 Bagian umum
12.1.1Sub Bagian Tata Usaha
I 2. I .2. Sub Bagian Perlengkapan dan Pendistribusian
12.1.3 Sub Bagian Rumah Tangga dan Perawatan

12.2BaglanKeuangan
12.2.1 Sub Bagian Anggaran
12.2.2 Sub Bagian Verifikasi
12.2.3 Sub Bagian Pembukuan

12.3 Bagian Persidangan dan Risalah
12.3.1 Sub Bagian Persidangan Pimpinan dan

Paripurna DPRD
12.3.2 Sub Bagian Risalah dan Panitia DPRD
12.3.3 Sub Bagian Persidangan, Komisi dan Fraksi

DPRD

l2.4Bagian Informasi dan Protokol
12.4.1 Sub Bagian Informasi
12.4.2 Sub Bagian Protokol/Hubungan

Antarlembaga
12.4.3 Sub Bagian Pelayanan Masyarakat/Aspirasi

12.5. Bagian Hukum dan Perundang-Undangan
12.5.I. Sub Bagian Perundang-Undangan dan

Rancangan Perda
12.5.2. Sub Bagian Penyusunan Produk Hukum
12.5.3 Sub Bagian Pengkajian dan Evaluasi

G. I Badan dan Lembaga Teknis

G.l I Badan Perencanaan Pengembangan Daerah

1.1 Sekretariat
l.l.l Sub Bagian Umum
1.1.2 Sub Bagian Keuangan
1.1.3 Sub Bagian Program

SUBBAG BELI

BAG AKPA
SUBBAG ANKEB
SUBBAG PA
SUBBAG LA DA EVA

BAG DPP
SUBBAG PD
SUBBAG HAPUS

BAG RAWAT
SUBBAG PKMP

SUBBAG INVENTARIS

SET DPRD

BAGMUM
SUBBAG TU
SUBBAG KAPDIS
SUBBAG RTP

BAG KEUANGAN
SUBBAG ANGGAR
SUBBAG VERI
SUBBAG BUKU

BAG PR
SUBBAG P3RD

SUBBAG RISPAN DPRD
SUBBAG PKF

BAG INFOKOL
SUBBAG INFO
SUBBAG TOKOL HUBLA

SUBBAG YANMASYA

BAG KUM DANG
SUBBAG UNDANG RANPER

SUBBAG PPH
SUBBAG KAJI DAN EVA

BAPPEDA

SET
SUBBAG UMUM
SUBBAG KEU
SUBBAG RAM
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G.2

1.2. Bidang Perencanaan Perencanaan Ekonomi dan
Keuangan

1.2.1 Sub Bidang ekonomi dan keuangan
1.2.2 Sub Bidang Produksi

1.3. Bidang Tata Ruang dan Pengelolaan Lingkungan
1.3.1 Sub Bidang Tata Ruang dan Pengembangan

Wilayah
1.3.2 Sub Bidang Kelestarian Lingkungan Hidup

dan Keaneka ragaman Hayati

1.4 Bidang Perencanaan Sarana dan Prasarana
1.4.1 Sub Bidang Perhubungan
1.4.2 Sub Bidang Sumber Daya Air

1.5 Bidang Bidang Pengendalian, Evaluasi dan Statistik
1.5.1 Sub Bidang Evaluasi, Monitoring dan Informasi

Pembangunan
1.5.2 Sub Bidang Pengendalian dan Statistik

Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan
Masyarakat

2.1 Sekretariat
2.1.1 Sub Bagran Umum
2.1.2 Sub Bagian Keuangan
2.1.3 Sub Bagian Program

2.2 Bidang Pembinaan Ideologi dan Kewaspadaan
Bangsa

2.2.1 Sub Bidang Ideologi Kesatuan Bangsa
2.2.2 Sub Bidang pelestarian budaya dan bela Negara

2.3 Bidang Pembinaan Kewaspadaan Nasional
2.3.1 Sub Bidang Analisis Potensi Konflik dan

Deteksi Dini
2.3.2 Sub Bidang Penanganan Konflik dan Keamanan

2.4Bidang Pembinaan Politik dalam Negeri
2.4.1 Sub Bidang Pembinaan organisasi

Kemasyarakatan dan Lembaga Swadaya
Masyarakat

2.4.2$tb Bidang Hubungan Legislative, Partai Politik
dan Fasilitasi Pemilu

2.5 Bidang Perlindungan Masyarakat
2.5.1 Sub Bidang Potensi dan Pelatihan
2.5.2 Sub Bidang Pengarahan dan Pengendalian

Badan Pendidikan dan Pelatihan

3.1 Sekretariat
3.1.1 Sub Bagian Umum
3.1.2 Sub Bagran Keuangan
3.1.3 Sub Bagian Program

BID RENPEKKEU

SUB BID EKKEU
SUBBID PRODUKSI

BID TRPL
SUBBID TRPW

SUBBID KLHKH

BID RENC SARPRA
SUBBID HUB
SUBBID SUMDA

BID EVATIK
SUBBID EMIP

SUBBID DALTISTIK

BA KESBANG POL LINMAS

SET
SUBBAG UMUM
SUBBAG KEU
SUBBAG RAM

BID BIN LOGI WAS BANG

SUBBID LOGI KESBANG
SUBBID PBBN

BID BINWASNAS
SUBBID APKDD

SUBBID PKK

BID BINA POL DAGRI
SUBBID BINA ORMAS LSM

SUBBID HLPP PEMILU

BID LINMAS
SUBBID POTSI LAT
SUBBID RAH DAL

BA DIKLAT

SET
SUBBAG UMUM
SUBBAG KEU
SUBBAG RAM

G.3



G.4

G.5

3.2 Bidang Pengkajian
3.2.1 Sub Bidang Analisis Kebutuhan Pendidikan dan

Pelatihan
3.2.2 Sub Bidang Kurikulum dan Akademis

3.3 Bidang Pendidikan dan Pelatihan Teknis
3.3.1 Sub Bidang Teknis Substantif
3.3.2 Sub Bidang Teknis Umum

3.4 Bidang Pendidikan dan Pelatihan Fungsional
3.4.1 Sub Bidang Keahlian
3.4.2 Sub Bidang Keterampilan

3.5 Bidang Pendidikan, Pelatih Kepemimpinan dan
Umum
3.5.l.Sub Bidang Pendidikan dan Pelatihan

Kepemimpin
3.5.2. Sub Bidang Pendidikan dan Pelatihan

Prajabatan

Badan Lingkungan Hidup

4.1 Sekretariat
4.1.1 Sub Bagian Umum
4.1.2 Sub Bagian Keuangan
4.1.3 Sub Bagian Program

4.2Bidang Tata Lingkungan dan Amdal
4.2.1 Sub Bidang Konservasi dan Tata Lingkungan
4.2.2 5ru;b Bidang Amdal

4.3 Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan dan
Pengelolaan Limbah

4.3.1 Sub Bidang Pengendalian pencemaran
Lingkungan

4.3.2 Sub Bidang Pengelolaan Limbah Domestik
dan B-3

4.4 Bidang Pengendalian Kerusakan dan Pemulihan
Lingkungan

4.4.1 Sub Bidang Pengendalian Kerusakan Ling-
kungan

4.4.2 Svb Bidang Pemulihan Lingkungan

4.5 Bidang Penataan Lingkungan dan Komunikasi
Lingkungan

4.5.1 Sub Bidang Penegakan Hukum Lingkungan
4.5.2 Sub Bidang pemberdayaan masyarakat dan

komunikasi lingkungan

Organisasi Badan Penanaman Modal dan Promosi

5.1 Sekretariat
5.1.1 Sub Bagian Umum
5.1.2 Sub Basi

BID KAJI
SUBBID ANUTUH DIKLAT

SUBBID LUMNIS

BID DIKLAT TEK
SUBBID NISTANTIT
SUBBID NISMUM

BID DIKLAT FUNG
SUBBID AHLI
SUBBID TRAMPIL

BID DIKLAT PIMUM

SUBBID DIKLAT PIM

SUBBID PRAJAB

BLH

SET
SUBBAG UMUM
SUBBAG KEU
SUBBAG RAM

BID TALING AMDAL
SUBBID KTL
SUBBID AMDAL

BID DAL PPLPL

SUBBID PPL

SUBBID PLD B.3

BID DAL PKPL

SUBBID DAL SALING

SUBBID LIH LING

BID NATA LING KOMLING

SUBBID GAKUM LING
SUBBID PMKL

BPMP

SET
SUBBAG UMUM
SUBBAG KEU



G.6

G.7

5.1.3 Sub Bagian Program

5.2 Bidang Pengembangan Investasi
5.2.1 Sub Bidang Pengkajian Iklim Investasi
5.2.2 Sub Bidang analisa potensi dan pengembangan

5.3 Bidang Promosi
5.3.1 Sub Bidang Sarana dan Bahan Promosi
5.3.2 Sub Bidang Informasi, Promosi Dalam dan Luar

Negeri

5.4 Bidang Pelayanan
5.4.1 Sub Bidang Fasilitasi dan Aplikasi
5.4.2 Sub Bidang Perizinan

5.5 Bidang Pengawasan dan Pengendalian
5.5.1 Sub Bidang Pengawasan
5.5.2 Sub Bidang Monitoring evaluasi dan pelaporan

Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa

6.1 Sekretariat
6.1.1 Sub Bagian Umum
6.1.2 Sub Bagian Keuangan
6.1.3 Sub Bagian Program

6.2 Bidang Pemerintahan Desa/I(elurahan
6.2.1 Sub Bidang Administrasi Ppemerintahan Desa

dan Kelurahan
6.2.2 Sub Bidang Monitoring dan Evaluasi Desa-

/kelurahan

6.3 Bidang Kelembagaan dan Pengembangan Sosial
Budaya
6.3.1 Sub Bidang Penguatan Kelembagaan
6.3.2 Sub Bidang Pengembangan Sosial Budaya

6.4 Bidang Usaha Ekonomi Masyarakat
6.4.1 Sub Bidang Usaha Ekonomi Keluarga

6.4.2 Sub Bidang Produksi dan Ketahanan Pangan

6.5 Bidang Pemanfaatan Sumber DayaAlam dan
Pendayagunaan Teknologi Tepat Guna

6.5.1 Sub Bidang Pemanfaatan Sumber Daya Alam
6.5.2 Sub Bidang Pendayagunaan Teknologi Tepat

Guna

Badan Ketahanan Pangan

7.1 Sekretariat
7.1.1 Sub Bagian Umum
7.1.2 Sub Bagran Keuangan
7.1.3 Sub Bagian Program

SUBBAG RAM

BID BANGVES
SUBBID KAJI LIMVES
SUBBID ANSI BANG

BID PROMOSI
SUBBID SARBAPROM
STIBBID IPDLN

BID PELAYANAN
SUBBID FASKASI
SUBBID IZIN

BID WASDAL
SUBBID WAS
SUBBID MEP

BAPMPD

SET
SUBBAG UMUM
SUBBAG KEU
SUBBAG RAM

BID PEMDES/KEL
SUBBID ADPEMDESKEL

SUBBID MONI EVA DESA/IGL

BID LEMBANGSOSBUD

SUBBID TANKEL
SUBBID BANGSOSBUD

BID USEKOMAS
SUBBID USEKOKEL

SUBBID DUKSI TANGANG

BID PSDA PTTG

SUBBID PSDA
SUBBID PTTG

BAKETPANG

SET
SUBBAG UMUM
SUBBAG KEU
SUBBAG RAM



7 .2 BidangKetersediaan dan Kerawanan Pangan
7.2.1 Sub Bidang ketersediaan pangan
7.2.2 Sub Bidang kerawanan pangan

7.3 Bidang Distribusi dan Akses Pangan
7.3.1 Sub Bidang Distribusi Pangan
7.3.2 Sub Bidang Akses Pangan

T.4Bida gKonsumsi, Mutu dan Kearnanan Pangan
7.4.1 Sub Bidang Konsumsi Pangan
7.4.2 Sub Bidang Mutu dan Keamanan Pangan

G.8 | Badan Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi

8.1 Sekretariat
8.1.1 Sub Bagian Umum
8.1.2 Sub Bagian Keuangan
8.1.3 Sub Bagian Program

8.2 Bidang Pengelolaan Bahan Pustaka dan Deposit
Daerah
8.2.1 Sub Bidang Pengelolaan Bahan Pustaka
8.2.2 Sub Bidang Deposit Daerah

8.3 Bidang Layanan Perpustakaan dan Teknologi
Informasi
8.3. 1 Sub Bidang Layanan Perpustakaan
8.3.2 Sub Bidang Teknologi Informasi

8.4 Bidang Pembinaan Sumber Daya Manusia dan
Kelembagaan Perpustakaan
8.4.1 Sub Bidang Pembinaan Sumber Daya Manusia

Perpustakaan
8.4.2 Sub Bidang Kelembagaan Perpustakaan

8.5 Bidang Arsip Daerah
8.5.1 Sub Bidang Pengelolaan Arsip
8.5.2 Sub Bidang Layanan dan Pembinaan Kearsipan

Badan Penelitian dan Pengembangan

9.1 Sekretariat
9.1.1 Sub Bagian Umum
9.1.2 Sub Bagian Keuangan
9.1.3 Sub Bagian Program

9.2 Bidang Pemerintahan dan Kemasyarakatan
9.2.1 Sub Bidang Pemerintahan dan Politik
9.2.2 Sub Bidang Pelayanan dan Kebijakan Publik

9.3 Bidang Sosial dan Budaya
9.3.1 Sub Bidang Sosial dan Sumber Daya Manusia
9.3.2 Sub Bidang Pengembangan Budaya,Ilmu

Pengetahuan dan Teknologi

G9

BID KETERAWAN PANG
SUBBID DIAN PANG
SUBBID RAWAN PANG

BID DISAKSPANG
SUBBID DISPANG
SUBBID AKSPANG

BID KONMUTKEPANG
SUBBID SUMPANG
SUBBID MUTU KEPANG

BAPERASDOK

SET
SUBBAG UMUM
SUBBAG KEU
SUBBAG RAM

BID LOLA BAPUSITDA

SUB BID LOLA BAPUS
SUB BID SITDA

BID YANPUSTEKINFO

SUB BID YAN PUS
SUB BID TEKINFO

BID PSDMKP

SUB BID PSDMPUS

SUB BID KELPUS

BID ARDA
SUB BID LOLARSIP
STIB BID YAN BINSIP

BALITBANG

SET
SUBBAG UMUM
SUBBAG KEU
ST]BBAG RAM

BID PEMMASY
SUBBID PEMPOL
SUBBID YAN JAKAN LIK

BID SOSBUD
SUBBID SOS SDM
SUBBID BANG BUD ILMU
PENGTEK
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9.4 Bidang Ekonomi dan Pembangunan
9.4.1 Sub Bidang Perekonomian

Daerah
9.4.2 Sub Bidang Fisik Prasarana

Hidup

BID EKBANG
dan Keuangan I SUBBID PERKEUDA

dan Lingkungan I SUBBID SIK SRA LINGDUP

9.5 Bidang Sumber Daya Alam dan Maritim
9.5.1 Sub Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral
9.5.2 Sub Bidang Pertanian, Kehutanan dan Maritim

GlO I Inspektorat Daerah

10.1 Sekretariat
10.1.1 Sub Bagian Perencanaan
10.1.2 Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan
10.1.3 Sub Bagian Administrasi dan Umum

l0.2Inspektur Pembantu Wilayah I

10.3 Inspektur Pembantu Wilayah II

10.4 Inspektur Pembantu Wilayah III

10.5 Inspektur Pernbantu Wilayah IV

10.6 Inspekfur Pembantu Khusus

Gl I I Badan Kepegawaian Daerah

11.1 Sekretariat
1 I . 1 .1 Sub Bagian Umum
ll.l.2 Sub Bagian Keuangan
11.1.3 Sub Bagian Program

11.2 Bidang Pengadaan dan Pembinaan
ll.2.l Sub Bidang Formasi dan Pengadaan
11.2.2 Sub Bidang Pembinaan dan Disiplin
11.2.3 Sub Bidang kesejahteraan

1 1.3 Bidang Pengembangandan Pemberdayaan
11.3.1 Sub Bidang Jabatan Struktural dan Fungsional
11.3.2 Sub Bidang Pendidikan dan Pelatihan

11.4 Bidang Mutasi
ll.4.I Sub Bidang pemindahan dan pensiun
11.4.2 Sub Bidang kepangkatan dan penggajian

11.5 Bidang Informasi
11.5.1 Sub Bidang arsip pegawai
11.5.2 Sub Bidang pengolahan data

G12 | Satuan Polisi Pamong Praja

12.1 Sekretariat
1,2.1.1Sub Bagian Umum
12.1.2 Sub Bagian Keuangan
12.1.3 Sub Baeian

BID SDA MARITIM
SUBBID ENERGI SD MINERAL
SUBBID TANITAN MARITIM

IRDA

SET
SUBBAG RENC
SUBBAG EVA LAP
SUBBAG ADMUM

IRBAN WIL I

IRBAN WIL il

IRBAN WIL M

IRBAN WIL ry

IRBANSUS

BKD

SET
SUBBAG UMUM
SUBBAG KEU
SUBBAG RAM

BID ADA BINA
SUBBID FORMADA
SUBBID BINA LIN
SUBBID JAHTERA

BID BANG DAYA
SUBBID JAB STRUKFI]NG
SUBBID DIKLAT

BID MUTASI
SUBBID DAH SILTN

SUBBID PANGGA

BID INFO
SUBBID ARSIPEG
SUBBID LAHTA

SATPOL PP

SET
SUBBAG UMUM
SUBBAG KEU
SUBBAG RAM
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l2.2Bidatg Pembinaan Umum dan Ketertiban
12.2.1 Sub Bidang Pengembangan Kapasitas

Personil
12.2.2 Sub Bidang Ketertiban Umum dan Peraturan

Perundang-undangan

12.3 Bidang Pembinaan Operasional dan Pengawasan
12.3.1Sub Bidang Pengamanan dan Operasional
12.3.2 Sub Bidang Pengawalan dan Kesemaptaan

l2.4Bidang Hubungan Antax Lembaga dan Pengawas
12.4.1 Sub Bidang Hubungan Antar Lembaga dan

Kemihaan
12.4.2 Sub Bidang Pengawasan

12.5 Bidang Penyidik dan Pengusutan
12.5.1 Sub Bidang Penyidikan
12.5.2 Sub Bidang Pengusutan

G13 | Organisasi Rumah Sakit Jiwa Daerah

13.1 Direlcur
1 3. 1. I Wakil Direktur Administrasi
13.1.2 Wakil Direktur Pelayanan

13.2Bagian Tata Usaha
13.2.1Sub Bagian Umum
13.2.2 Sub Bagian Kepegawaian

13.3 Bagian Keuangan
13.3.1 Sub Bagian Anggaran
13.3.2 Sub Bagian Penerimaan dan Pengeluaran

13.4 Bidang Pengkajian dan Pengembangan
13.4.1 Sub Bidang Program
13.4.2 Sub Bidang Pengembangan

13.5 Bidang Pelayanan Medis
13.5.1 Sub Bidang Pelayanan Medis Jalan, Unit

Gawat Darurat dan Medical Record
13.5.2 Sub Bidang Pelayanan Medis Inap dan

Rehabilitasi

14.6 Bidang Perawatan
14.6.1. Sub Bidang Perawatan Rawat Jalan dan Unit

Gawat Darurat
14.6.2 Sub Bidang Perawatan Rawat lnap dan

Rehabilitasi

14.7 Bidang Penunjang Medis
14.7.1, Sub Bidang laboratorium, farmasi dan gl,z;i

14.7.2 Sub Bidang elekfromed dan instalasi
pengelolaan air limbah

BID BINA UMTIB
SUBBID BANG PASNIL

SUBBID TIBUM UNDANG

BID BINA OPS WAS
SUBBID AMAN OPS
SUBBID WAL DAN SEMAPTA

BID HALWAS
SUBBID HAL MITRA

SUBBID WAS

BID DIKSUT
SUBBID DIK
SUBBID SUT

RSJ DA

DIR
WADIRADMIN
WADIR YAN

BAG TU
SUBBAG UMUM
SUBBAG KEPEG

BAG KEU
SUBBAG RAN
SUBBAG PEN PERG

BID KAJI BANG
SUBBID RAM
SUBBID BANG

BID YAN MEDIS
SUBBID YAN MEDJAL, UGD
MEDCORD
SUBBID YAN MENAP REHAB

BID RAWAT
SUBBID RAJAN DAN UGD

SUBBID TAN WATNAP REHAB

BID JANGMED
SUBBID LABFARGIZ
SUBBID ELINSPENGLOAIRLIM
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Gl4l Kantor Perwakilan Jakarta

14.1 Kepala Kantor

14.2 Sub Bagian Tata Usaha

14.3 Seksi Hubungan Antar Lembaga dan Kemitraan

14.4 Seksi Pelayanan dan Pembinaan masyarakat

14.5 Seksi Fasilitasi Program,Informasi dan Promosi

Gl5 I Badan Narkotika Provinsi

15.1 Sekretariat
15.1.1 Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
15.1.2 Sub Bagian Keuangan
15.1.3 Sub Bagian Program dan Pelaporan

15.2 Bidang Pembinaan dan Pencegahan
15.2.1 Sub Bidang Pembinaan dan Sosialisasi
15.2.2 Sub Bidang Pencegahan dan Pemberdayaan

Potensi Masyarakat

15.3 Bidang Pemberantasan
15.3.1 Sub Bidang Penegakan Hukum dan

Advokasi
15.3.2 Sub Bidang Pengamanan dan Perawatan

Barang Bukti

15.4 Bidang Terapi dan Rehabilitasi
15.4.1 Sub Bidang Terapi
15.4.2 Sub Bidang Rehabilitasi

15.5 Bidang Hubungan Antar Lembaga
16.5.1 Sub Bidang Lembaga Pemerintah
16.5.2 Sub Bidang LembagaNon Pemerintah

Gl6 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah

16.1 Sekretariat
16.1.1 Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
16.1.2 Sub Bagian Keuangan
16.13 Sub Bagian Program dan Informasi

16.2 Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan
16.2.1Sub Bidang Pencegahan dan Sosialisasi
16.2.2 Sub Bidang Kesiapsiagaan

16.3 Bidang Kedaruratan dan Logistik
16.3.1 Sub Bidang Prabencana dan Pasca bencana
16.3.2 Sub Bidang Logistik

16.4 Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi
16.4.1 Sub Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi
16.4.2 Sub Bidan

KPJ

KA KAN

SUBBAG TU

SI HUB ANLEM MIT

SI YAN BINAMAS

SI FPIP

BNP

SET
SUBBAG UM PEG
SUBBAG KEU
SUBBAG RAM LAP

BID BIN GAH
SUB BID BINA SOS
SUB BID P3M

BID TAS
SUB BID GAK KUM SI

SUB BID MAN WAT BARBUT

BID RAPI REHAB
SUB BID RAPI
SUB BID REHAB

BID HUBANLA
SUB BID BAGA
SUB BID BAGA NON TAH

BPBD

SET
SUB BAG UM KEPEG
SUB BAG KEU
SUB BAG RAM SI

BID CEHAG SIAGA
SUB BID CEGAH SASI
SUB BID SIAGA

BID RURAT LOG '

SUB BID PPB
SUB BID LOG

BID REHAB REKON
SUB BID REHAB KON
SUB BID HUB KERSA

l3
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G17 | Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan
Kehutanan

17.1 Sekretariat
18.1.1 Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
18.1.2 Sub Bagian Keuangan
18.1.3 Sub Bagian Program dan Informasi

17 .2 BidangKetenagaan dan Kelembagaan

1 7.3 Bidang Penyelen ggarcanPenyuluhan

17.4 Bidang Pengembangan SDM Penyuluhan

17.5 Bidang Kerjasama Penyuluhan

Gl8 | Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu tPintu

18.1 Sekretariat
18.2.I Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
18.2.2 Sub Bagian Keuangan
18.2.3 Sub Bagian Program Pelaporan dan

Dokumen

18.2. Bidang Pelayanan Perijinan

18.3. Bidang Pelayanan Non Perijinan

18.4. Bidang Standarisasi dan Sosialisasi
18.4.1 Sub Bidang Standarisasi
18.4.2 Sub Bidang Sosialisasi dan Kemitraan

18.5. Bidang Pengawasan dan Pengendalian
18.5.1 Sub Bidang Pengawasan
18.5.2 Sub Bidang Pemantauan dan Monitoring

Gl9 | Dewan Pengurus Sekretariat Korpri

l9.l Sekretariat
19.2. Bidang Umum dan Kerjasama

19.2.1 Sub Bidang Umum dan Keuangan
19.2.2 Sub Bidang Kerjasama

19.3 Bidang KeolahragaanBudaya, Mental, dan Rohani
19.3.1 Sub Bidang Olahraga Seni dan Budaya
19.3.2 Sub Bidang Mentalitas dan Rohani

19.4. Bidang Usaha dan Bantuan Sosial
19.4.1 Sub Bidang Usaha dan Kesejahteruum
19.4.2 Sub Bidang Bantuan Sosial

G20 | Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Daerah

20.1. Sekretariat
20.I.1Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
20.1.2 Sub Baeian Perencanaan dan

BAKORLUH TAKANHUT

SET
SI.IB BAG UM PEG
SUB BAG KEU
SUB BAG RAM SI

BID TENAGA LEM

BID GARA LUH

BID BANG SDM LUH

BID KERSA LUH

BPPTSP

SET
SUB BAG UM PEG
SUB BAG KEU
SUB BAG RAM LAP DOK

BID YAN JIN

BID YAN NON JIN

BID STAND SOS
SUB BID STAND
SUB BID SOSI MIT

BID WAS DAL
SUB BID WAS
SUB BID TAU RING

WANRUS SET KORPRI

SET
BID UM KERSA
SUB BID UM KEU
SUB BID KERSA

BID KBMR
SUB BID ORNI BUD
SUB BID MENTAROH

BID USBANSOS
SUB BID US JAHTRA
SUB BID BANSOS

SKPID

SET
SUB BAG UM PEG
SUB BAG RENC KEU
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H.

H.1

20.1.3 Sub Bagian Standarisasi dan Komunikasi
20.1.4 Sub Bagian Pembinaan dan Pengawasan

Dinas-Dinas

Dinas Bina Marga

1.1 Sekretariat
1.2.1. Sub Bagian Umum
1.2.2. Sub Bagian Keuangan
1.2.3. Sub Bagian Program

1.2. Bidang Pengaturan dan Evaluasi
1.2. l. Seksi Pengaturan
1.2.2. Seksi Pengawasan
1.2.3. Seksi Pengendalian dan Evaluasi

1.3. Bidang Pembinaan Teknik
1.3.1. Seksi Pembinaan Teknik Jalanan dan

Jembatan
1.3.2. Seksi Perizinan
1.3.3. Seksi Teknologi Jalan dan Jembatan

1.4. Bidang Pembangunan dan Peningkatan
1.4.1. Seksi Pembangunan dan Peningkatan Jalan
1.4.2. Seksi Pembangunan dan penggantian

Jembatan
1.4.3. Seksi administrasi teknik

1.5. Bidang Pemeliharaan
1.5.1. Seksi pemeliharaan Jalan
I .5.2. Seksi pemeliharaan Jembatan
1.5.3. Seksi administrasi teknik

Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air

2.1 Sekretariat
2.1.1. Sub BagianUmum
2.1.2. Sub Bagian Keuangan
2.1.3. Sub Bagian Program

2.2 Bidang Rancang Bangun
2.2.1 Seksi Tata Teknik
2.2.2 Seksi hidrologi dan pengolahan data
2.2.3 Seksi pengkajian dan pemberdayaan

2.3 Bidang Pembangunan dan Rehabilitasi
2.3.1 Seksi Irigasi
2.3.2 Seksi Rawa dan Pantai
2.3.3 Seksi Sungai, danau dan waduk

2.4. Bidang Operasi dan Pemeliharaan
2.4.1 Seksi Operasi
2.4.2 Seksi Pemeliharaan
2.4.3 Seksi Fasilitasi Bencana alam

2.5. Bidane Bina Manfaat

SUB BAG DAR KOM
SUB BID BIN WAS

DIS BINA MARGA

SET
SUBBAG UMUM
SUBBAG KEU
SUBBAG RAM

BID ATUR EVA
SI ATUR
SI WAS
SI DALINEVA

BID BINA TEKNIK
SI BINA TEK JJ

SI IZIN
SI TEK JJ

BID BANGTAN
SI BANGTANJAL
SI BANGTITAN

SI ADMINTEK

BID LIHARA
SI LIHARA JAL
SI LIHARA TAN
SI ADMINTEK

DIS PSDA

SET
SUBBAG UMUM
SUBBAG KEU
SUBBAG RAM

BID RANBANG
SI TATEK
SI HIDROLAHTA
SI KAJI DAYA

BID BANGREHAB
SI IRIGASI
SI RAPAN
SI SLTNDAWA

BID OPLIHARA
SI OPS
SI LIHARA
SI FASBENLAM

BID BINFAT

H.2
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2.5.1 Seksi Perizinan
2.5.2 Seksi Kerjasama antar lembaga dan kemitraan
2.5.3 Seksi Pengawasan dan Pengendalian

H.3 | Dinas Penataan Ruang dan Permukiman

3.1 Sekretariat
3.1.1. Sub Bagian Umum
3.1.2. Sub Bagian Keuangan
3.1.3. Sub Bagian Program

3.2. Bidang Penataan Ruang
3.2.1 Seksi Pembinaan tataruang
3.2.2 Seksi perencanaan dan pemanfaatan ruang
3.2.3 Seksi Pengendali an tata ruang

3.3 Bidang Perumahan dan Permukiman
3.3.1 Seksi Pembinaan perumahan
3.3.2 Seksi Pengembangan permukiman
3.3.3 Seksi Pembangunan Kawasan

3.4 Bidang Tata Bangunan dan Jasa Konstruksi
3.4.1 Seksi Pembinaan bangunan gedung
3.4.2 Seksi Tata Teknis dan konstruksi bangunan

gedung
3.4.3 Seksi Pemanfaatan dan pemeliharaan bangunan

gedung

3.5 Bidang Penyehatan Lingkungan
3.5.1 Seksi Pengembangan air minum
3.5.2 Seksi Pengembangan prasarana dan suanan

lingkungan
3.5.3 Seksi Pengembangan perkotaan dan pedesaan

H.4 I Dinas Pendidikan

4.1 Sekretariat
4.1.1. Sub Bagian Umum
4.1.2. Sub Bagian Keuangan
4.1.3. Sub Bagian Program

4.2 Bidang Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus
4.2.1 Seksi Taman Kanak-kanak dan Sekolah Dasar
4.2.2 Seksi Sekolah Menengah Pertama
4.2.3 Seksi Pendidikan Luar Biasa

4.3 Bidang Menengah dan Pendidikan Tinggi
4.3.1 Seksi Sekolah Menengah atas

4.3.2 Seksi Sekolah Menengah Kejuruan
4.3.3 Seksi Pendidikan Tinggi

4.4 Bidang Pengendalian Mutu Pendidik dan Tenaga

Kependidikan
4.4.1 Seksi Tenaga Kependidikan
4.4.2 Seksi Pengendalian Mutu
4.4.3 Seksi Pendidikan dan Pelatihan

SI IZIN
SI KLK
SI WASDAL

DIS TARUKIM

SET
SUBBAG UMUM
SUBBAG KEU
SUBBAG RAM

BID TARUNG
SI BINTARUNG
SI RENTARLTNG
SI DALTARLING

BID MAHMUKIM
SI BINAMAH
SI BANMUKIM
SI BANGWASAN

BID TABTING JASTRUKSI
SI BINA BANGDI-'NG
SI TATEK SIBANGDUNG

SI MANLIBANGDLTNG

BID HATLING
SI BANG ARMIN
SI BANG RANA LING

SI BANG TADES

DIS DIKNAS

SET
SUBBAG UMUM
SIIBBAG KEU
SUBBAG RAM

BID DIKDAS DIKSUS
SI TK SD
SI SMP
SI DIK LUBIS

BID MENDIKTI
SI SMA
SI SMK
SI DIKTI

BID DAL TUDIK TADIK

SI GADIK
SI DALTU
SI DIKLAT
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4.5 Bidang pendidikan non formal, informal dan PAUD
4.5.1 Seksi Pendidikan anak usia dini
4.5.2 Seksi pendidikan masyarakat dan kecakapan

hidup
4.5.3 Seksi pendidikan dan kesetaraan

H.5 I Dinas Kesehatan

5.1 Sekretariat
5.1.1. Sub Bagian Umum
5.1.2. Sub Bagian Keuangan
5.1.3. Sub Bagian Program

5.2. Bidang Bina Pengendalian Masalah Kesehatan
5.2.1. Seksi Bimdal Pengendalian dan Pemberantasan

Penyakit
5.2.2. Seksi Bimdal wabah dan bencana
5.2.3. Seksi Bimdal Kesehatan Lingkungan

5.3 Bidang Bina Pelayanan Kesehatan
5.3.1 Seksi Bimdal Kesehatan Dasar
5.3.2 Seksi Bimdal Kesehatan Rujukan
5.3.3 Seksi Bimdal Kesehatan khusus

5.4 Bidang Bina Pengembangan SDM Kesehatan
5.4.I Seksi Bimdal Perencanaan dan Pendayagunaan
5.4.2 Seksi Bimdal Pendidikan dan Pelatihan
5.4.3 Seksi Bimdal Registrasi dan akresitasi

5.5 Bidang Bina Jaminan dan Sarana Kesehatan
5.5.1 Seksi Bimdal Jaminan Kesehatan
5.5.2 Seksi sarana dan peralatan kesehatan
5.5.3 Seksi Bimdal kefarmasian

H.6 | Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

6.1 Sekretariat
6.1.1. SubBagianUmum
6.1.2. Sub Bagian Keuangan
6.1.3. Sub Bagian Program

6.2. Bidang Bina Seni Budaya
6.2.1 Seksi pengembangan dan pelestarian seni

budaya
6.2.2 Seksi kerjasama lembaga budaya dan kemitraan
6.2.3 Seksi Perfilman

6.3. Bidang Bina Sejarah dan Keperbukalaan
6.3.1 Seksi pembinaan pelestarian sejarah dan

keperbukalaan
6.3.2 Seksi informasi sejarah dan keperbukalaan
6.3.3 Seksi Perlindungan dan Pengawasan

6.4. Bidang Bina Pemasaran Pariwisata
6.4.1 Seksi Promosi Pariwisata

BID DIK NON FORINFOR PAUD
SI DIK AUSDIN
SI DIKMASY KAPDUP

SI DIKRAN

DINKES

SET
SUBBAG UMUM
SUBBAG KELTN
SUBBAG RAM

BID BINDAL LAHKES
SI DAL LIAN SANKIT

SI DALBAHNA
SI DALTANLING

BID BINNANKES
SI DALKESDAS
SI DAKESJUK
SI DALKESSUS

BID BINBANG SDM KES
SI DALNAGLINA
SI DALDIKLAT
SI DALSI

BID BINJAMNAKES
SI DALMINKES
SI NATANKES
SI DALSI

DISBUDPAR

SET
SUBBAG UMUM
SUBBAG KEU
SUBBAG RAM

BID BINSEBUD
SI BANGLESTASNIBUD

SI KELEMBUDTRA
SI FILM

BID BINARAHKALA
SI BINA TARI RAH KALA

SI MASI RAHKALA
SI LINDLTNG WAS

BID BINRANSATA
SI MOSI SATA
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6.4.2 Seksi Distribusi dan lnformasi Pariwisata I SI BUSIMASI SATA
6.4.3 Seksi Sadar Wisata I St neRWtS

6.5. Bidang Objek dan Usaha Pariwisata I en OBUS SATA
6.5.1 Seksi Pengembangan Objek Wisara I SI BANC OB SATA
6.5.2 Seksi Usaha Pariwisata I Sf US SATA
6.5.3 Seksi Monitoring dan Evaluasi Pariwisata I SI UONEVA SATA

H.7 | Dinas Kesejahteraan dan Sosial DIN KESSOS

7.1 Sekretariat I SET
7.1.1. Sub Bagian Umum I SUnOeC UMUM
7.1.2. Sub Bagian Keuangan I SUBBAG KEU
7 .1.3. Sub Bagian Program I SUnnnC RAM

T.2BidangPotensi Sumber Kesejahteraan Sosial I BID POTSUMKESSOS
7.2.1 Seksi Kepahlawanan dan Keperintisan I SI LAWAN RINTIS
7.2.2 Seksi Penyuluhan Sosial I SI LUHSOS
7.2.3 Seksi Kelembagaan Sosial Masyarakat I SI LSM

7.3 Bidang Pemberdayaan Sosial I BID DAYA SOS
7.3.1 Seksi Kesetiakawanan I SI KAWAN
7.3.2 Seksi Pemberdayaan Fakir Miskin I SI YAN KIRMIS
7.3.3 Seksi Rehabilitasi Sosial Daerah Kumuh dan I SI RSDKPK KEL

Pemberdayaan Keluarga

7.4 Bidang Pelayanan Rehabilitasi Sosial I BID YAN REHAB SOS

7.4.1 Seksi Pelayanan Rehabilitasi anak dan Lanjut I SI YAN RENAK LANSIA
usla

7.4.2 Seksi Pelayanan Rehabilitasi sosial penyandang I SI REHSODANGCAT
cacat

7.4.3 Seksi Pelayanan Rehabilitasi Tuna Sosial I SI YAN REHTLINSO

7.5 Bidang Bantuan dan Jaminan Sosial I BID BANJAMSOS
7.5.1 Seksi Pembinaan sumbangan sosial I SI BIN SUMSO
7.5.2 Seksi Fasilitasi Korban Bencana I SI TASI BANCANA
7.5.3 Seksi Tindak Kekerasan dan Pekerja Migran I SI DAKSAN JARAN

H.8 | Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi I DIS NAKER TRANS

8.1 sekretariat I srr
8.1.1. Sub Bagian Umum I SUBBAG UMUM
8.1.2. Sub Bagian Keuangan I SUBBAG KEU
8.1.3. Sub Bagian Program I SUBBAG RAM

8.2 Bidang Pembinaan dan Penempatan Tenaga Kerja I BID BIN TANNAKER
8.2.1 Seksi Pengembangan Perluasan Kesempalan I SI BANG SAN TANKER

Kerja 
I

8.2.2 Seksi Penempatan Tenaga Kerja I SI TAN NAKER
8.2.3 Seksi Standarisasi Kompetensi Pemagangan I SI STANKOMGANG

8.3 Bidang Hubungan Industrial I BID HUBIN
8.3.1 Seksi Persyaratan kerja, pengupahan dan I SI PKPJS

jaminan sosial 
I

8.3.2 Seksi Kelembagaan dan Organisasi Pekerja dan I SI KOPP
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8.3.3 Seksi Penyelesaian Perselisihan

8.4 Bidang Perlindungan dan Ketenagakerjaan
8.4. 1 Seksi Ketenagakerjaan
8.4.2 Seksi Keselamatan dan Kesehatan Kerja
8.4.3 Seksi Perlindungan tenaga kerja khusus

8.5 Bidang Ketransmigrasian
8.5.1 Seksi Fasilitasi penyiapan lahan
8.5.2 Seksi pembangunan permukiman
8.5.3 Seksi Penempatan dan Investasi

H.9 | Dinas Perhubungan

9.1 Sekretariat
9.1.1. Sub Bagian Umum
9.1.2. Sub Bagian Keuangan
9.1.3. Sub Bagian Program

9.2 Bidang Darat
9.2.1 Seksi Manajemen dan Rekayasa lalu lintas
9.2.2 Seksi Angkutan Darat dan Perkeretaapian
9.2.3 Seksi Pengawasan dan Pengendalian

9.3 Bidang Laut
9.3.1 Seksi Kepelabuhan dan pengerukan
9.3.2 Seksi Perkapalan dan kelautan
9.3.3 Seksi Keselamatan dan lalu lintas angkutan laut

9.4 Bidang Udara
9.4. I Seksi Kebandarudaraan
9.4.2 Seksi angkutan udara
9.4.3 Seksi Keselamatan penerbangan

9.5 Bidang Sarana dan Prasarana
9.5.1 Seksi Pengembangan Sarana dan Prasarana
9.5.2 Seksi Jaringan multi moda
9.5.3 Seksi Kemitraan dan Penyuluhan

H10 | Dinas Pertambangan dan Energi

10.1. Sekretariat
10.1.1. Sub Bagian Umum
10.1.2. Sub Bagian Keuangan
10.1.3. Sub Bagian Program

10.2 Bidang Pertambangan Umum
10.2.1Seksi Perizinan
10.2.2 Seksi Pembinaan Usaha
10.2.3 Seksi Pertambangan Umum

10.3 Bidang Geologi dan SumberDayaMineral
10.3.1 Seksi Sumber Daya Mineral
10.3.2 Seksi Hidroleologi
10.3.3 Seksi Geologi Lingkungan

10.4 Bidans Listrik dan Pemanfaatan

SI SAISIH

BID LINDUNGNAKER
SI NAKER
SI MATAN KESKER
SI DTING NAKERKUS

BID TRANSI
SI TASI PANLAH
SI BANGMUKIM
SI PAT VEST

DISHUB

SET
SUBBAG UMUM
SUBBAG KEU
SUBBAG RAM

BID DARAT
SI MAN YASA LANTAS
SI KUTDARKA
SI WASDAL

BID LAUT
SI LABUH RUK
SI KAPAL LAUT
SI MAT LANTAS ANGLUT

BID UDARA
SI BANDAR RA
SI KUT DARA
SI IVIATBANIG

BID SARPRAS
SI BANG SARPRAS
SI JAR TIMODA
SI MITRA LUH

DIS TAMBEN

SET
SUBBAG UMUM
SUBBAG KEU
SUBBAG RAM

BID TAMBUM
SI IZIN
SI BINUSA
SI TAMBUM

BID GEO SD MIN
SI SD MIN
SI HIDRO
SI GEOLING

BID TRIK MANFEN
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10.4.1 Seksi Perizinan
10.4.2 Seksi Energi baru
1 0.4.3 Seksi Ketenagalistrikan

10.5 Bidang Minyak dan Gas Bumi
10.5.1 Seksi Usaha hulu Minyak dan Gas bumi
rc.5.2 Seksi Distribusi minyak dan gas bumi
10.5.3 Seksi Minyak dan gas bumi

Hl1 I Dinas Kelautan dan Perikanan

I 1.1. Sekretariat
11.1.1. SubBagianUmum
I1.1.2. Sub Bagian Keuangan
11.1.3. Sub Bagian Program

11.2 Bidang Perikanan Budidaya
Il.2.l Seksi Teknologi
11.2.2 Pasca Panen
11.2.3 Seksi Kesehatan Ikan

11.3 Bidang Perikanan Tangkap
11.3.1 Seksi Prasarana perikanan tangkap
11.3.2 Seksi Pengolahan hasil dan pemasaran
1 1.3.3 Seksi Usaha perikanan tangkap

11.4 Bidang Pengawasan, Pengendalian Sumber Daya
Perikanan dan Kelautan

Il.4.l Seksi Sumber Daya perairan umum
1t.4.2 Seksi Sumber daya kelautan
11.4.3 Seksi Penanganan pelanggaran dan penegakan

hukum

11.5 Bidang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau
Kecil
11.5.1 Seksi Pemberdayaan masyarakat pesisir
11.5.2 Seksi Pengelolaan pulau-pulau kecil
11.5.3 Seksi Konservasi dan taman laut

Hl2 I Dinas Petemakan dan Kesehatan Hewan

12.1. Sekretariat
l2.l.l. Sub Bagian Umum
12.1.2. Sub Bagian Keuangan
12.1.3. Sub Bagian Program

l2.z.Bidang Sarana dan Prasarana Petemakan
12.2.1. Seksi Perbibitan Ternak
12.2.2. Seksi Pakan Temak
12.2.3. Seksi Alat dan Mesin Peternakan

12.3. Bidang Budidaya Temak
12.3.1. Seksi Penyebaran dean Pengembangan

Temak
12.3.2. Seksi Pelayanan Kemitraan
123.3. Seksi Pelayanan Usaha

SI IZIN
SI ENERBA
SI GALISTRIK

BID NYAKGASMI
SI USLUMIGAS MI
SI DISMIGASMI
SI MIGASMI

DISLAUT IKAN

SET
SUBBAG UMUM
SUBBAG KEU
STIBBAG RAM

BID IKAN DAYA
SI TEK
SI CANEN
SI HATIK

BID NANKAP
SI RAN NANKAP
SI LAH SILRAN
SI USKANKAP

BID WASDAL SD KANLA

SI SD RAIRANMUM
SI SD LAUT
SINANG GARAN GAKUM

BID PWP3K

SI DAYA MASYSIR
SI LOLA PULCL
SI VASI TAMLA

DISNAKKESWAN

SET
SUBBAG UMUM
SUBBAG KEU
SUBBAG RAM

BID SARPRASNAK
SI BITNAK
SI KANNAK
SI LAT SINNAK

BID DAYANAK
SI RANBANG NAK

SI YAN MITRA
SI YANUS
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Hl3

Hl4

12.4. Bidang Kesehatan Hewan
12.4.1. Seksi lnvestigasi Penyakit Hewan
12.4.2 Seksi Pencegahan dan Pemberantasan

Penyakit Hewan
12.4.3. Seksi Pengawasan Obat Hewan

l2.5.Bidang Bina Usaha Petemakan terdiri dari :

12.5.1 Seksi Fasilitas Permodalan
12.5.2. Seksi Pengelolaan Pasca Panen Hasil

Peternakan
12.5.3. Seksi Promosi dan Pemasaran

Organisasi Dinas Kehutanan

13.1. Sekretariat
13.1.1. Sub Bagian Umum
13.1.2. Sub Bagian Keuangan
13.1.3. Sub Bagian Program

I 3.2.Bidang Inventarisasi dan Penatagunaan Hutan
13.2.1. Seksi Inventarisasi Sumberdaya Hutan
13.2.2. Seksi Pengukuran dan Perpetaan Hutan
13.2.3. Seksi Penataguftuul Hutan

13.3. Bidang Pengusahaan Hutan
13.3.1. Seksi Pemanfaatan Hutan
13.3.2. Seksi Pengolahan Hasil Hutan
13.3.3. Seksi Peredaran Hasil Hutan

13.4. Bidang Rehabilitasi Hutan dan Lahan
13.4.1. Seksi Perbenihan dan Aneka Guna Hutan
13.4.2. Seksi Reboisasi
13.4.3. Seksi Perhutanan Masyarakat

13.5. Bidang Perlindungan Hutan
13.5.1. Seksi Pengamanan Hutan
13.5.2. Seksi Pelestarian Hutan
13.5.3. Seksi Pemanfaatan Jasa Lingkungan

Dinas Perindustrian dan Perdagangan

14. I .Sekretariat
l4.l.l. Sub Bagian Umum
14.1.2. Sub. Bagian Keuangan
14.1.3 Sub Bagian Program

14.2 Bidang Industri Logam Mesin Elekhonika dan
Aneka (ILMEA)
14.2.1. Seksi Logam Dasar Fero dan non Fero.
14.2.2. Seksi Mesin Peralatan Rekayasadan Rancang

Bangun
14.2.3. Seksi Tekstil Elektronika dan Aneka

14.3. Bidang Industri Agro Hasil Hutan (IKAHH)
14.3.1. Seksi Agro dan Hasil Hutan

BID KESWAN
SI GASI KITWAN
SI GAH TASKITWAN

SI WAS BATWAN

BID BINUSNAK
SI FASMODAL
SI LOLA PAS PAN HAS NAK

SI MOSI MASAR

DISHUT

SET
SUBBAG UMUM
SUBBAG KEU
SUBBAG RAM

BID INV ENTAGU HUT
SI INV SO HUT
SI UKUR PETA HUT
SI GLTNA HUT

BID USAHA HUT
SI MANFA HUT
SI OLAH HASHUT
SI EDAR HASHUT

BID REHABHUTHAN
SI BENIH ANEGUNHUT
SI REBOISASI
SI HUTMASY

BID LINDUNG HUT
SI AMANHUT
SI LESTARI HUT
SI MANFAJASLING

DIS PERINDAG

SET
SUBBAG UMUM
SUBBAG KEU
SUBBAG RAM

BID ILMEA

SI LDFF
SI MPRR

SI TILNIKKA

BID IKAHH
SI ROSILHUT
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14.3.2. Seksi Kimia Hulu dan Hilir
14.3.3. Seksi Industri Kecil dan menengah

14.4. Bidang Perdagangan Dalam Negeri
14.4.1. Seksi Pengawasan Barang Beredar Jasa dan

Perlindungan Konsumen
14.4.2. Seksi Kelembagaan Usaha dan Pendaftaran

Perusahaan
I 4.4.3 . Seksi Pembinaan Pengadaan, Penyaluran

Informasi Pasar

14.5. Bidang Perdagangan Luar Negeri
14.5.1. Seksi Ekspor Hasil Pertanian, Industri dan

Pertambangan
14.5.2. Seksi Impor Barang Modal, Bahan Baku dan

Konsumsi
14.5.3. Seksi Kerja sama Perdagangan Intemasional

dan Kemitraan

H15 I Dinas Pertanian

15.1. Sekretariat
15.1.1. SubBagianUmum
15.1.2. Sub Bagian Keuangan
15.1.3. Sub Bagian Program

15.2. Bidang Bina Tanaman Pangan
15.2.1. Seksi Budidaya serealia
15.2.2. Seksi Budidaya Kacangan dan Umbian
15.2.3. Seksi Fasilitasi Benih dan Paket Teknologi

15.3. Bidang Bina Holtikultura
15.3.1. Seksi Budidaya Sayuran dan Bio Farmaka
15.3.2. Seksi Budidaya Buah dan Tanaman Hias
15.3.3. Seksi Fasilitasi Benih dan Paket Teknologi

15.4. Bidang Pengelolaan Laha4 Air dan Sarana
15.4.1. Seksi Air dan Pengkajian Iklim
15.4.2. Seksi Lahan dan Perluasan Areal
15.4.3. Seksi Sarana Pertanian

15.5. Bidang Bina Usaha Tani
15.5.1. Seksi Pengelolaan Hasil
15.5.2. Seksi Informasi Pasar
15.5.3. Seksi Promosi dan Kemikaan

Hl6 | Dinas Pemuda dan Olah Raga
16.1. Sekretaxiat

16.1.1. Sub Bagian Umum
16.1.2. Sub. Bagian Keuangan
16.1.3. Sub Bagian Program

16.2. Bidang Pengendalian Pelaporan dan Evaluasi
16.2.1. Seksi Data dan Informasi
I 6.2.2. Seksi Pemb erday aan Organisasi

SI MIALULIR
SI TRICILMEN

BID PERDAGRI
SI WAS BARDARIAS LINMEN

SI KELUPP

SI P3IP

BID DAGLU
SI EHPIP

SI IBMBK

SI KPIK

DISTAN

SET
SUBBAG UMUM
SUBBAG KEU
SUBBAG RAM

BID BIN TAMPANG
SI YALIA
SI BUD YACANGBI
SI TASI NIH KETLOGI

BID BIDANG HOLTI
SI YASAYUR BIO
SI YA BUH MANHIS
SI TAS NIH KETTEK

BID LOLAH A SAR
SI AIR KAJI LIM
SI LAH SAN AREAL
SI SI SAR TANI

BID BIN USTAN
SI LOLA SIL
SI MASI SAR
SI MOSI MITRA

DISPORA
SET
SUBBAG UMUM
SUBBAG KEU
SUBBAG RAM

BID DALPOR EVA
SI TAINFO
SI DAYA ORGAN
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16.3, Bidang Bina Kepemudaan I BID BINA MUDA
16.3.1. Seksi Pemberdayaan Anak dan Remaja I St pen
16.3.2. Seksi Pemberdayaan Organisasi I SI DAYA ORGAN

16.4. Bidang BinaKeolahragaan I BID BIN OR
16.4.1. Seksi PemberdayaanOlah Raga Rekreasi I SI DAYA OR REK
16.4.2. Seksi Pemberdayaan Olah Raga Prestasi I St OAVA OR PRES

16.5. Bidang Sarana dan Prasarana I BID SARPRA
16.5.1 Seksi Prasarana dan Sarana Kepemudaan I SI SARPRA MUDA
16.5.2. Seksi Prasarana dan Sarana Keolahragaan I SI SARPRA OR

H17l Dinas Perkebunan DISBUN

17.1. Sekretariat I SET
l7.l.l. Sub Bagian Umum I SUBBAG UMUM
17.1.2. Sub Bagian Keuangan I SUBBAG KEU
17.1.3. Sub Bagian Program I SUBBAG RAM

I7.2.Bidang Produksi Perkebunan I BID DUKSI BLIN
17.2.1. Seksi Pembinaan Budidaya Tanaman I SI BIN BUDA TAN
17.2.2. Seksi Perbenihan I SI BENIH
17.2.3. Seksi Optimasi dan Perluasan Areal I SI OPTI PERAR

17.3. Bidang Perlindungan Perkebunan I BID LINDUNG BUN
17.3.1. Seksi Konservasi Tanah dan Air I SI VASI NAH IR
17.3.2. Seksi Gangguan usaha Perkebunan I SI GANGGU US BLIN
17.3.3. Seksi Pengendalian dan Peramalan OPT I SI DAL MAL OPT

l7.4.Bidang Usaha Tani Perkebunan I BID USTAN BLrN
17.4.1. Seksi Fasilitasi Kelembagaan Usaha I SI FAS LEM USBLIN

Perkebunan
17.4.2. Seksi Perizinan dan Bina Usaha Perkebunan I SI IZIN BINUSBUN
17.4.3. Seksi Pengelolaan dan Pemasaran Hasil I SI LOLA MASAR SIL BUN

Perkebunan

17.5. Bidang Sarana Usaha Perkebunan I BID SARUS BLIN
17.5.1. Seksi Fasilitasi Peralatan Mesin Perkebunan I Sl pASt LAT SIN BUN
17.5.2. Seksi Pengelolaan Teknis Sarana Fisik I SI LOLANIS SARFIS
17.5.3. Seksi Pengendalian Pupuk dan Pestisida I Sl nAffUKSIDA

H18 I Dinas Komunikasi dan Informatika I DIS KOMINFO

18.1. Sekretariat I SET

18.1.1. Sub Bagian Umum I SUBBAG UMUM
18.1.2. Sub Bagian Keuangan I SUBBAG KEU
18.1.3. SubBagianProgram I SUBBAGRAM

18.2 Bidang Aplikasi Telematika I BID ALITET
18.2.1. Seksi Pusat Informasi Public I SI SAT INBUK
18.2.2. Seksi E-Governance dan Aplikasi I SI E-GOVER APLI
18.2.3. Seksi Pemberdayaan Telematika I SI DAYA TEL

l8.3.Bidang Pendapat Umum dan Hubungan I BID PUMHUBLEM
Kelembagaan

1 8.3. 1 . Seksi Bina Pendapat Umum I SI BIN PAIUM
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20.2.2. Seksi Pengawasan dan Akuntabilitas
20.2.3. Seksi Penyuluhan

20.3. Bidang Usaha Koperasi
20.3.1. Seksi Pertanian
20.3.2. Selsi Perikanan dan Peternakan
20.3.3. Seksi Perdagangan, Jasa dan Pertambangan

20.4. Bidang Usaha Mikro Kecil Menegah
20.4.1. Seksi Pengembangan Kerjasama dan

Kemitraan
20.4.2. Seksi Kewirausahaan dan teknologi
20.4.3. Seksi Informasi dan Pemasaran

20.5. Bidang Fasilitasi Pembiayaan dan sarana
20.5.1. Seksi Usaha Simpan Prnjam
20.5.2. Seksi Pemb iay aarr
20.5.3. Seksi Penjaminan dan Sarana

SI WAS KUN
SI PENYULUHAN

BID USKOP
SI TANI
SI IKANNAK
SI DAGANG JASBANG

BID UMKM
SI BANGMATRA

SI WIRA TEK
SI INFO SARAN

BID FASI BIAYA SAR
SI US SIMJAM
SI BIAYA
SI MINSAR

GUBERI\UR ST]MATERA UTARA,

dto

SYAMSUL ARII|:IN
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